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Perkawinan merupakan salah satu tonggak kehidupan dari manusia, selain tonggak kelahiran dan kematian.
Karena menjadi tonggak kehidupan manusia, perkawinan menjadi penting peranannya dalam kehidupan
manusia. Dengan demikian, tidak mengherankan perkrawinan dijadikan suatu lembaga yang memuat
berbagai nilai di dalamnya. Nilai kebahagiaan bersamayang kekal dan abadi di bawah kedamaian dan
ketentraman, menjadi tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu aturan yang
memberikan kepastian. Dengan kata lain, diperlukan adanya ke pastian hukum. Di negara Indonesia,
perkawinan dilembagakan dalam suatu aturan hukum , yaitu dalam UU No.1 Tahun 1974 dan juga di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam perkawinan, dikenal apa yang disebut sebagai perjanjian
perkawinan. Perjanjian ini dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan akan disahkan di saat akad nikah
dilangsungkan. Setelah acara pernikahan dilangsungkan, perjanjian perkiwinan akan mengikat kedua belah
pihak dan pihak ketiga. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memungkinkan diadakannya
perjanjian perkawinan mengena harta kekayaan, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas
mengaturnya. Karenaitu, timbul permasalahan apakah dimungkinkan adanya perjanjian perkawinan yang
mengatur hal-hal diluar harta kekayaan. Dapat jadi, perjanjian perkawinan mengatur hal-hal diluar harta
kekayaan, tetapi dapat jadi perjanjian perkawinan tidak boleh mengatur hal-hal di luar harta kekayaan. Hal
itu sangat bergantung pada sudut pandang yuridis yang dipakai, karena ada dua aturan hukum yang
pengaturannya berbeda terhadap masalah ini.
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